KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 700-3.3.i —&2  TAHUN 2025

TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR BANDANG
DI WILAYAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menibang : a. bahwa pada tanggal 2 Februari 2025 telah terjadi bencana
Banjir Bandang di wilayah Kabupaten Bima yang
mengakibatkan terendamnya pemukiman warga, kerusakan
infrastruktur, lahan pertanian, sarana transportasi dan
sektor lainnya; ‘

b. bahwa untuk meminimalisir meluasnya dampak bencana
yang lebih luas, perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat
cepat, tepat dan komprehensil serta melibatkan seluruh
Stekholder terkait;.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir
Bandang di Wilayah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana ({Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor ¢ Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
" Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829j;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482};

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2014 Nomor 9};

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
{Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016
Nomor 11); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14);

10. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan
Risiko Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2014 Nomor 8);

11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2014 Nomor 8};

: 1. Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/70/07.4 Tahun 2025

tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat
Bencana Alam Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Bima
Tahun 2025;

2. Surat Pernyataan Bupati Bima Nomor 360/002/07.4/2025

tanggal 4 Februari 2025, telah terjadi bencana Alam
Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Bima

MEMUTUSKAN :

: Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang di Wilayah

Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

: Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal
4 Februari sampai dengan 17 Februari 2025.

: Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan
penanganan darurat bencana di lapangan.

: Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi
Nusa Tenggara Barat serta sumber dana lainnya yang sah dan
tidak mengikat.



KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025.

Ditetapkan di Mataram )
pada tanggal, 4 Februart 2045 .

Pj. GU DEENR G, NMUSA TENGGARA BARAT,




